WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 705 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK

BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan
Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah
Kota Banjarmasin, maka dalam rangka kelancaran
tugas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah
Domestik Banjarmasin dipandang perlu dilakukan
Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan
Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik
Banjarmasin.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas
Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air
Limbah Domestik Banjarmasin.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang — Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438;



Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan
Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6398);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);



Memperhatikan

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran = Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota
Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1. Hasil Keputusan Rapat Tim Fasilitasi Pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 pada tanggal
6 Oktober 2021;

2. Nota Dinas Nomor : 500/257.BUMD/Ekosda, tanggal
21 September 2021 Perihal Laporan Akan Berakhirnya
Masa Jabatan Direktur Perusahaan Daerah
Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin;

3. Telaahan Staf Nomor : 500/264.BUMD/Ekosda,
tanggal 28 September 2021 Perihal Laporan Kinerja
Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah
Kota Banjarmasin.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Menugaskan kepada Saudara Deris Kusdinar, ST
sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah
Umum Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin,
terhitung sejak Keputusan Wali Kota ini ditetapkan dan
sampai dengan Pelantikan Direktur yang definitif dan
disampaikan kepada pihak terkait.

. Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal

ember 2021

L0 Mol

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



